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Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses pencalonan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi dari adanya
putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Tipe penelitian ini yaitu studi
kepustakaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh KPU Provinsi Maluku dan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan politik hukum.Temuan studi
membuktikan bahwa: (1) Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/2013/G/PTUN.ABN yaitu
menyangkut gugatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor:
16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi
Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku
Tahun 2013, mengalami ketidak jelasan dikarenakan ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha
Negara (KPU Provinsi Maluku) terhadap putusan PTUN yang telah inkracht atau yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap
putusan PTUN ditunjukan dengan cara, proses penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan
sampai dengan pelantikan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah terpilih. (2) Kepatuhan
pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku) lebih kepada lembaga peradilan lain yaitu
Mahkamah Konstitusi tanpa melihat kewenangan mengadili yakni materi dan objek sengketa.
(3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan suatu Surat Keputusan KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu
secara administrasi telah batal demi hukum. Pembatalan administrasi tersebut dengan
sendirinya membatalkan semua proses pemilihan sampai dengan pelantikan.
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This study aimed to examine and analyze the nomination process of ViceGovernorand
Deputy Governor on the General Election Commission (KPU) of Maluku Province as the
implication of the decision of the Administrative Court of Ambon Number:
05/G/2013/PTUN.ABN. This library study dealt with the election of Governor and Deputy
Governor by the Maluku Provincial Election Commission (KPU Maluku) and the
Administrative Court (PTUN) and used a law political approach as the method. The findings
of the study proved that: (1) The Court Administrative Decision of Ambon Number:
05/G/2013/PTUN.ABN regarding to a lawsuit against the Decree of Maluku Provincial
Election Commission in 2013 Number: 16/Kpts/KPU-028-PROV/IV/2013 on the
Determination of Eligible Pairs of Candidates for the General Election of Governor and
Deputy Governor of Maluku Province in 2013 experienced uncertainty due to the
Administrative officials noncompliance (Maluku Provincial Election Commission) against
the decision of the Administrative Court which has been inkrachtor had permanent legal
enforce. The disobedience officer of the Administrative against the delecion of the
Administrative Court was indicated by the ongoing election process until the inauguration of
the elected Governor and Deputy Governor. (2) The compliance of the Administrative
officials (Maluku Provincial Election Commission) tended to be to another judicial
institution, the Constitutional Court, without the jurisdiction to try the matter and the object
of dispute. (3) The legal consequence from the cancellation of the Decree of Provincial and
Regency/City Election Commision on the determination of candidates who fulfilled the
administrative requirements had been null and void. The cancellation of the administration
itself cancelled all the selection process up to the inauguration.
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Studi ini merupakan sebuah kajian ilmiah dengan judul: Pencalonan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan
Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Berkaitan dengan judul tesis ini,
penulis mempunyai ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian khusus terhadap
proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku dan
pelaksanaan putusan PTUN, dikarenakan putusan PTUN yang membatalkan SK KPU
Provinsi Maluku tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang telah
inkrach tsanga trentan dan cenderung tidak dipatuhi oleh pejabat Tata Usaha Negara (KPU
Provinsi Maluku). Hal ini disebabkan karena, PTUN tidak memiliki kekuatan untuk
memaksakan pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan PTUN yang telah inkracht,
dimana dasar pelaksanaan eksekusi putusan PTUN adalah pada kesadaran dari pejabat Tata
Usaha Negara itu sendiri.
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